SALINAN

KEPUTUSAN .
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/0/1997
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang patwa untuk menunjang pelaksanaan wib belajar pendidikan dasae 9 ahun dan meningkankan daya ampung
bagh ulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Periama. (SLTP). dipandang. perls menetapkan pembukaan dan
pencgerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Perawran Pemerintah :

a

Nomor 27 Tahun 1990;
Nomor 28 Tahun 1990;
Nomor 29 Tahun 19907
Nomor 72 Tahun 1991
Nomor 39 Tahun 1992




REKAPITULAS| LAMPIRAN |
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
NOMOR 107/0/1957 TANGGAL 16 MEI 1997
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Pasal 6

molai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN «

1

Prof. Dr.-lng. Wardiman Djojonegoro



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

ra Pendayagunaan Aparatur Negara;

i Dalam Negeri;

Direkur Jenderal Anggaran Departemen Keusngan;
rasi Kepegawaian Negara;

n dan Pengembangan Pendidikan dan

n dan Pengembangan Pendidikan

ingkungan Departemen Pendi
fan Direkcur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan don

Kepala Kantor Wilayzh Departemen Pendi
Dircktorat Perbendaharaan dan Belanja Nega
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setemp:

X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
yang bersangiutan untuk dipergunakan seperiunya

kan dan Kebudayaan di Propinsi;

Salinan sesuai dengan aslinyz
Kepala Biro Hubungan Masyarakat




Keputusan Presiden Republi Indonesia :

a2 Nomor 44 Tahun 1974

. Nomor 15 Tahun 1984 scba
Presiden Republik Indones

Nomor 96/M Tahun 1993

S Nomor 16 Tahun 1994 scbagaimana clsh diubah dengan Kepurusan Presiden Republik Indonc:
Nomor 24 Tahun 1995

ah beberapa kali

ah terakhir dengan Keputusan
mor 76 Tahun 1996 >

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0295/0/1978;
Nomor 0296/0/1978;
Nomor 0222/0/1980;
Nomor 087/0/1983,
Nomor 0172/0/1983:
Nomor 0173/0/1983;
Nomor 0262/0/1984;
Nomor 0248/U/1985¢
Nomor 0486/U/1992;
Nomor 0487/U71992;
Nomor 0489/U/199%;
Nomor 0490/U/1992;

§

Nomor 034/0/1997;
Nomor 035/0/1997:
Nomor 036/0/1997

ceronemeRd



Memperhatikan - Perscrujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/1/97 tanggal 8 April
1997 .

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

Pasal

(1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sckolah Luar Biasa (SLD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), Sckolah Mencngah Umum (SMU), dan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

@) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.

(3)  Nama dan lokasi sckolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran
I Keputusan ini

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata ketja TK, SLI, SLTP, SMU, dan SMK Negeri
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah schagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0295/0/1978;

Nomor 0296/0/1978;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997;

Nomor 036/0/1997.

(2)  Bagan organisasi sekolah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantom pada Lampiran 1l Keputusan
ini.




Pasal 3

Menugaskan Kgpala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudaysan di Propinsi untuk melaksanakan
pembukaan dan pencgerian sekolah schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahaya
masing-masing

Pasal 4
Diaya untuk pelaksanaan Keputusan ini begi masing-masing Pro ebankan pada mata anggaran yang

sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran | Keputusan
Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah

a  TK Negeri 131 buah;

b SLB Negeri 30 buah

R ) Negeri 9.451 buah;

4 SMU Negeri 2.553 buah;

e SMK Negeri 742 buah:

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia



